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ABSTRAK

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang membawa NKRI

pada tahap pembangunan yang luar biasa, mengharusksedianya
sarana yang mampu meminimalisir permasalahan tepkaataan ruang.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan alternat#ng diharapkan
mampu menjawab setiap permasalahan terkait tatay.riRearmasalahan
serupa terkait IMB dan Tata Ruang yang dihadapi &labupaten Batang
mengharuskan segera mendapatkan solusi yang taepakainprehensif.
Korelasi yang erat antara IMB dan Tata Ruang di ugalten Batang
kemudian memunculkan rumusan masalah sebagai hebkgaimana
pelaksanaan pengaturan Izin Mendirikan Bangunan B)IMdan
implikasinya terhadap tata ruang di Kabupaten Bgtan

Untuk menjawab permasalahan terebut, maka pemeliini
menggunakan studi lapanga(field research), yaitu dengan cara
melakukan secara langsung penelitian terhadap der&sit perizinan
(Badan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu) atarrdang (Dinas
Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mihgang ada di
Kabupaten Batang. Kemudian melakukan analisis dewyha@ata dan fakta
yang ditemukan terhadap permasalahan tersebungsghhasilnya adalah
mampu menjawab permasalahan pelaksanaan pengathtBn dan
implikasinya terhadap tata ruang di Kabupaten Batan

Pelaksanaan pengaturan IMB dan imlikasinya texpadta ruang
di Kabupaten Batang akan menghasilkan suatu kotetepruang yang
baik dan mendekati ideal. Oleh karena kedua varigpgtbut mempunyai
keterkaitan yang sangat erat. Pengajuan IMB yangghreruskan
pemohon melampirkan surat rekomendasi berupa l@fsirata Ruang
(ITR) dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan En&gmber Daya
Mineral (DCKTRESDM), membuktikan bahwa penataan ruadglah
merupakan bagian penting dan merupakan pintu ddglam pelaksanaan
IMB. Akan tetapi, masalah penegasan terhadap bangtidak berIMB
harus diupayakan agar tidak mengganggu penataag ypa@ng sudah ada.
Pelaksanaan pengaturan IMB tidak hanya memandagsglatatata ruang,
akan tetapi juga memandang bahwa Pendapatan AshalDg®AD)
merupakan bagian yang tidak bisa di kesampingkaata Truang
merupakan pintu depan dan PAD merupakan kelanjutamn wpaya
pembangunan daerah Kabupaten Batang yang berkdsingan. Sumber
Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Batangnbe&rtata dan
terbentuk secara baik terhadap kesadaran melaleanddn memiliki
IMB. Hal itu disebabkan karena masyarakat merasavdgtelaksanaan
IMB sangat rumit dan memakan waktu yang lama. Kgmga personal
dalam instansi pemerintahpun menjadikan kurangeterpinya akses
masyarakat akan kebutuhan pengaturan IMB dan uategrdi Kabupaten
Batang.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan IPTEK yang mengiringi modernisasi meng&ata
negara pada satu perubahan yang sangat signifileimi bisa dilihat dan
bisa dirasakan dari adanya gelagat pembangunansganakin meningkat
dari waktu ke waktu. Pembangunan sarana maupun ranasadan
infrastruktur yang kian canggih dan inovatif. Pexodn yang paling
kentara yaitu pembangunan gedung baik dalam bentolah tinggal,
penginapan ataupun perkantoran yang mau tidak mauush
diseimbangkan antara perizinan dengan dampak ykag dihadapi di
kemudian hari, tentu yang sangat krusial dewasaliantaranya adalah
dampak terhadap masalah tata ruang. Sangat didayarika grafik
pembangunan yang kian meningkat tidak diimbandhn ¢é¢a ruang yang
bagus dan sesuai prosedur yang diatur dengan wutaiagg.

Sebelum melangkah pada ulasan yang lebih jauh mange
permasalahan ini, perlu kiranya diberikan pengantangenai Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Tata Ruang. Secalias jdiperlihatkan
olen Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 mengézin
Mendirikan Bangunan, dalam Peraturan Pemerintatebet disebutkan
bahwa Izin mendirikan bangunan gedung adalah panzyang diberikan
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik baagwedung untuk

membangun baru, mengubah, memperluas, menguramgatdu merawat



bangunan gedung sesuai dengan persyaratan adatihidén persyaratan
teknis yang berlakd.

Sedangkan variabel kedua yaitu mengenai masalad Haang
sebagai dampak pemberlakuan Izin Mendirikan BanguRaiang adalah
wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, damguadara, termasuk
ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilagathpat manusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan menaetinkelangsungan
hidupnya, sedangkan tata ruang adalah wujud struki@ang dan pola
ruang?

Izin Mendirikan Bangunan dan Tata Ruang merupakaa d
variabel yang memiliki korelasi sangat erat oleleka salah satu dampak
ketidaksesuaian pelaksanaan IMB yaitu tidak teaoipa Tata Ruang yang
bagus dan teratur di suatu tempat. Mengingat adorgdasi yang sangat
erat ini kiranya perlu dilakukan upaya serius unto&njawab sejumlah
permasalahan yang akan dihadapi di kemudian hasaMh pelaksanaan
pengaturan IMB dan implikasinya terhadap tata ruamigpun tidak
dipungkiri sedang dihadapi oleh Kabupaten Batang.

Secara geografis letak Kabupaten Batang terbdangat strategis
dan kompleks, karena daerah ini memiliki wilayabt|adataran rendah,

dataran tinggi dan pegunungan yang semua wilayamémniliki potensi

! Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republiknesia Nomor 36 Tahun
2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undammorN\28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung.

2 pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 26uifa2007 tentang
Penataan Ruang.



yang sangat baik. Namun demikian fokus penelitiabukan berada pada
potensi daerah kabupaten tersebut, melainkan mendkiB dan tata
ruang sebagai bagian yang tidak terlepas mendikiglat perkembangan
pembangunan di Kabupaten Batang.

Pembangunan sarana dan prasarana maupun infrastrdkt
Kabupaten Batang terasa kian kompleks sehingga peglakukan kajian
dan analisis terhadap perizinan yang menjadi tolékir prosedur
mengenai pembangunan itu sendiri. Prosedur yangakdind dalam
penelitian ini adalah mengenai Implikasi PengatuMB Terhadap Tata
Ruang di Kabupaten Batang. Hal ini menjadi kajiangyaangat penting,
dengan mengingat bahwa Kabupaten Batang merupa&arald yang
sedang mengalami peningkatan dalam bidang pembangserana dan
prasarana maupun infrastruktur.

Instansi atau pejabat pelaksana penerbitan IMB jidgk luput
menjadi sorotan karena instansi pemerintah tetlsbyang berkaitan
langsung dengan perizinan terhadap pembangunan giaigsanakan.
Dari sinilah segala permasalahan yang dihadapi Kktupaten Batang
muncul hingga kemudian memerlukan kajian secarsifipéelan eksplisit
untuk menjawab semua hal yang terkait dengan nfadaédaksanaan
Pengaturan IMB dan Implikasinya Terhadap Tata Ruang

Namun demikian terkadang permasalahan semacam isihma
dianggap sepele dan tidak diperhitungkan oleh laglaepihak. Apa yang

mereka pikirkan sekarang tidak pernah menyentumatEp manifestasi



masa yang akan datang, dimana pada masa itu tegitu rnelihat hasil
dari jerih payah pembangunan yang telah dilaksanakabanyakan pihak
cenderung mengabaikan hal tersebut, sehingga peyntam dilaksanakan
tanpa mengindahkan IMB dan Tata Ruang.

Sebagai tambahan saat ini Kabupaten Batang dig&amparieh
pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga UapT(PLyang
percaya ataupun tidak percaya proyek semacam irminmbelkan
ketegangan yang luar biasa. Banyak pihak yang rieiképentingan baik
individu maupun kelompok yang kadang mengabaikasejfiteraan
sosial masyarakat.

Selain itu begitu jelas dimuat dalam beberapa mesikdbagai
contoh berita Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPDJ gamntaranya
berbicara mengenai ketidaksesuaian pemakaian lahamana lahan
tersebut merupakan tempat mata pencaharian maayasstempat.
Penggunaan perairan laut sebagai faktor pendukembangunan PLTU
juga akan melanggar peraturan terdahulu karenalddaut tersebut telah
ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Nasional berupmah Wisata
Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro — Roban (seswaatiran
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RencanaRlsag Wilayah
(RTRW) Nasional Lampiran VIII No urut 313, dan Pei@@vinsi Jawa
Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata gRWétayah

(RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 — 2029 yaegetapkan



Daerah Pantai Ujungnegoro — Roban di Kabupaten Bat@bagai Taman
Wisata Alam Laut}.

Rencana proyek ini hanyalah sebagai pembelajarhadap satu
masalah yang tengah dihadapi oleh Kabupaten Batamgy membutuhkan
kajian serius, dan pemahaman mengenai konsep |MBdap Tata Ruang
mengenai pembangunan proyek PLTU seharusnya mehk@atiumsi
utama karena kedua hal tersebut mempunyai korgdagi sangat erat.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawagden
Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayahpkédu Batang
2011-2031 merupakan tolak ukur dari berbagai pemtahan yang
dihadapi oleh Kabupaten Batang. Sehingga dalamikeaspl Pengaturan
mengenai IMB tidak lepas atau meninggalkan subs®RmRW Provinsi
Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Batang yang telattapltan
sebagimana dimuat dalam berita dari SKPD ProvingaJeengah diatas.

Meskipun fokus penelitian ini tidak berada dalammpahasan
mengenai proyek PLTU di Kabupaten Batang, akan itatmpsa perlu
dimasukkan sebagai khazanah pengetahuan akan Ipetatidgnya kajian
mengenai Implikasi Pengaturan IMB Terhadap Tatarigudi Kabupaten
Batang.

Melihat pelbagai kenyataan yang hidup dan berkembserta

dengan pertimbangan pembangunan di Kabupaten Bgemgy semakin

® Pernyataan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Jateterhadap Rencana
Pembangunan PLTU Batang. Sumber DINHUBKOMINFO-Partadr Prov.Jawa
Tengah. 13 Maret 2012 diakses pada 03 Oktober 2012.



melesat, maka seyogyanya penyusun memandang [@nefii harus
dilakukan agar bisa melakukan identifikasi PelaksanPengaturan IMB
dan Implikasinya Terhadap Tata Ruang di Kabupatewar®) secara

komprehensif.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikartaslianaka

penyusun membuat rumusan masalah sebgai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengaturan Izin Mendirikargaan (IMB)

dan implikasinya terhadap tata ruang di Kabupatstaiy?

2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemgatin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan implikasinya terhadata ruang di

Kabupaten Batang?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi latas#alam
pelaksanaan pengaturan Izin Mendirikan BangunanB)IMlan

implikasinya terhadap tata ruang di Kabupaten Bgtan

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian iniladaebagai
berikut:
Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengaturan lzin Mé&adirBangunan
(IMB) dan Implikasinya terhadap Tata Ruang di Kedtep Batang.

Dan kegunaan dari penelitian ini meliputi dua asgtu:



1. Kegunaan Teoritis
a. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh datagerai
pelaksanaan pengaturan Izin mendirikan BangunaB)I8&n
Implikasinya Terhadap tata Ruang di kabupaten Batan
b. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam
pelaksanaan pengaturan Izin Mendirikan BangunarB)Iian

implikasinya terhadap tata ruang di Kabupaten Batan

c. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukankuntu
mengatasi masalah dalam pelaksanaan pengaturan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan implikasinya terhadigpa
ruang di Kabupaten Batang.

2. Kegunaan Praktis

Untuk mengumpulkan data sehingga hasil dari peaelitersebut

bisa bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan coama

akademik dan dapat menjadi keilmuan yang bergungi ba

penelitian yang sama pada waktu mendatang.

D. Telaah Pustaka
Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaahatap
penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnyaka penyusun
melakukan penelusuran terhadap penelitian-peneliteasebut sebagai

berikut:



Suparman dalam tesisnya yang berjudul “EfektifRatayanan 1zin
Mendirikan Bangunan Dalam Kota Tangerang (Studi &aBuKecamatan
Cileduk)”, menarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah tenta
pelaksanaan IMB belum sesuai dengan yang diharaplelinmasyarakat
yaitu pelaksanaan yang cepat, murah dan dekataldadain yang
muncul adalah berdirinya bangunan tanpa izin diraladaerah ruang
hijau, bantaran sungai dan di areal lain yang tgkduai dengan penataan
ruang kota Tangerang. Masalah yang terakhir ada&tatbusi IMB tidak
dilaksanakan secara optimal, sehingga berdampak Paddapatan Asli

Daerah kota tersebfit.

Rakhmat Hidayat dalam  skripsinya yang  berjudul
“Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) DaleRangka
Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang (Studi di kadu@Sampang)”
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil pemglitadalah IMB di
Kabupaten Sampang belum sepenuhnya menunjang yjeenggendalian
pemanfaatan ruang kota. Beberapa hal yang sehard#aisanakan oleh
pemerintah adalah perlunya memaksimalkan pengawdaarpenertiban

khususnya terhadap penyimpangan yang terjadi dptanmanfaatan ruang

* Suparman “Efektifitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dal&ota
Tangerang (Studi kasus di Kecamatan Cileduksis (Depok: FISIP Ul,2002).



kota serta perlunya sosialisasi terhadap masyatakéing mekanisme

penyelenggaraan IMB maupun terhadap rencana taig yang ada.

Sonya Imelda Samosir dalam skripsinya yang berjudul
“Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan BangunviR) Pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli”. Wesilan yang
diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa ImplerashPenerbitan 1zin
Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayananzidan Terpadu
Kota Gunungsitoli masih belum berjalan efektif bdiihat dari sisi
organisasi, interpretasi serta penerapan. Kemudieterbatasan sumber
daya manusia dan fasilitas fisik yang dimiliki,aidterlaksananya fungsi
pengawasan di lapangan terhadap bangunan yang ridakiliki IMB,
serta masih adanya masyarakat yang mengurus IMfBakdbangunannya
selesai didirikan menjadi kendala yang dihadapamapenerbitan Izin
Mendirikan Bangunan. Untuk itulah, ada baiknya dendceterbatasan
sumber daya manusia yang dimiliki organisasi terselapat melakukan
pelimpahan wewenang, serta perlunya diadakan sasalinengenai IMB

kepada masyarakat agar masyarakat memahami tateneagurus IMB.

Shahnaz Kameswari dalam skripsinya yang berjudtgKtivitas

Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada DiRasmukiman dan

® Rakhmat Hidayat, Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dala
Rangka Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang (Stdbdpaten Sampang)3kripsi,
(Malang: UMM, 2004).

® Sonya Imelda Samosir, “Implementasi Penerbitan Méendirikan Bangunan
(IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Katau@gsitol”, Skripsj (Medan:
Universitas Sumatera Utara, 2011).
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Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja”, menyimpulkanbesian pelayanan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah berjalan demgaukup baik.
Dimulai dari semangat kerja dan loyalitas kelompekj& daya tanggap
petugas, dan hubungan antara pimpinan dan bawahamurNgada
indikator efisiensi pelayanan, sarana dan prasaramsih perlu
peningkatar.

Makalah Ono dan Khilafah yang bejudul “Permasalal&n
Mendirikan Bangunan”, dalam makalah ini disebutkdmhwa
permasalahan mengenai Izin Mendirikan Bangunarehdakrupakan hal
penting sehingga harus dilaksanakan secara baiksdaunai prosedur.
Disamping itu apabila persoalan IMB tidak dijalanksesuai prosedur
ataupun bangunan yang dibangun tidak memilikifdeatilMB maka akan

ada sanksi yang tegas dari instansi tefkait.

Dari beberapa telaah pustaka yang telah dianalssyusun
menganggap bahwa penelitian tersebut masih terfalalam ranah
birokrasi, dalam artian bahwa fokus penelitian laadylingkup pelaksana
teknis dan mengenai Sumber Daya Manusia (SDM). Rgiagkterhadap
masalah tersebut belum dilakukan secara komprdhadgisin menangani
dan memecahkan permasalahan mengenai IMB terhadtp Ruang.

Penulisan ini akan berbeda karena diantaranyarakayinggung masalah

" Shahnaz Kameswari, “Efektivitas Pelayanan Izin 8iékan Bangunan (IMB)
Pada Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Tawaga”, Skripsi (Makasar:
Universitas Hasanudin, 2012).

8 http://Makalah Permasalahan Izin Mendirikan Bangon Ono dan Khalifah
diakses pada 01 Maret 2013.
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Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu apakah penerhit4B adalah
untuk membuat Tata Ruang menjadi terkonsep denai&ndiaukah demi

menambah PAD saja.

Berangkat dari sinilah kemudian penyusun melakus@mnelitian
mengenai permasalahan Pelaksanaan pengaturan |zamdifikan
Bangunan (IMB) dan Implikasinya terhadap Tata Rudnd<abupaten
Batang, yang merupakan masalah krusial yang hagera diselesaikan

dengan cara yang tepat dan komprehensif.

E. Kerangka Teoretik

1. Instrumen Hukum Administrasi Negara

Instrumen Administrasi atau Instrumen Pemerintaddeddalat-
alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh peateriatau
administrasi negara dalam menjalankan tugas-tugasriyalam
menjalankan pemerintahannya, pemerintah atau asknaisi negara
melakukan berbagai tindakan hukum, dengan menggunaktrumen
seperti alat tulis menulis, transportasi dan korasij gedung
perkantoran dan instrumen lain yang tergabung dalablik domein
atau kepunyaan publik. Di samping itu pemerintata jogenggunakan
instrumen yuridis dalam mengatur dan menjalankargiakan

pemerintahan dan kemasyarakatan, seperti peratpgnndang-
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undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebia&sannstrumen

hukum keperdataan, perizinan dan lain sebagdinya.

Instrumen-instrumen tersebut memungkinkan pemériatau
administrasi negara melaksanakan tugas, wewenang t@aggung
jawabnya secara baik terhadap seluruh lapisan nestatanpa
terkecuali. Adapun instrumen pemerintah atau aditna@sis negara
yang terkait dengan penelitian ini adalah instrumpemerintah dalam
hal perizinan. Dengan memperhatikan judul penelitisiaka akan
secara jelas dijabarkan bahwa Pelaksanaan Pengiturdtendirikan
Bangunan (IMB) dan Implikasinya terhadap Tata Rudingabupaten
Batang, berbicara mengenai implikasi atau dampakgaeran
perizinan yang ada di Kabupaten Batang yang tel&agisung dengan
dampaknya yaitu permasalahan kebijakan Tata Ruaitgh mengapa
kemudian perizinan menjadi instrumen yang pentiag dubstansial

dalam menganalisis permasalahan terkait dengaritme

2. Perizinan

a. Pengertian Perizinan

Menurut kamus istilah hukum, izin(vergunning)
dijelaskan:Overheidstoestemming door wet of verordening vereist
gesteld voor tal van handeling waarop in het algaméelang

speciaal toezicht vereist is, maar die, in het algem niet als on

® Ridwan HR Hukum Administrasi NegaraJakarta: Rajawali Pers,2011),
him.125.
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wenselijk worden beschowdperkenaan/izin dari pemerintah
berdasarkan undang-undang atau peraturan pemeriydaly
disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya nhgaear
pengawasan khusus tetapi yang pada umumnya tiddkkaggap

hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki).

Sjachran Basah mengartikan izin sebagai perbuatiamnin
administrasi negara bersegi satu yang menghasifiematuran
dalam hal concreto berdasarkan persyaratan dan prosedur

sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangarbgalagu*

Izin juga diartikan sebagai suatu persetujuan gianguasa
berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerumtéik
dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentutamken
larangan perundangan. Selain itu izin merupakatuspenetapan
yang merupakan dispensasi daripada suatu lararighrundang-

undang™?

a. Unsur-unsur Perizinan:
1) instrumen yuridis
2) peraturan perundang-undangan

3) organ pemerintah

10 bid., him. 152.

1 Sjahran Basah dalam Juniarso Ridwan dan Ahmadk Sawiirajat,Hukum
Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan PulfiBandung: NUANSA, 2010), him.
92.

23, Prajudi AtmosudirdjoHukum AdministrasiNegara, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1983), him. 94.
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4) peristiwa konkret
5) prosedur dan persyaratan
b. Fungsi dan Tujuan Perizinan:
1) Fungsi sebagai pengarah, perekayasa dan perancang
masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan
2) Tujuan mengarahkan, mencegah bahaya, melindungi
objek, membagi benda yang terbatas, pemberi
pengarahan.
c. Bentuk dan isi izin:
1) Organ yang berwenang
2) Yang dialamatkan
3) Diktum
4) Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan
syarat-syarat
5) Pemberian alasan

6) Pemberitahuan-pemberitahuan tambalfian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36uiTah
2005 mengenai Izin Mendirikan Bangunan, dalam RBexat
Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa Izin Mendirikangunan
Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Penaérint

Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung umiekabangun

3 http:// Resume, Irsan fernando “Hukum Administriisigara”, diakses pada
27 Februari 2013.
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baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atavawaie
bangunan gedung sesuai dengan persyaratan adatihistian

persyaratan teknis yang berlaku.
3. Tata Ruang

Secara yuridis pengertian mengenai Tata Ruangadkeh
dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 26 Tahury 200
tentang Penataan Ruang Pasal 1 ayat (1) dan (2hgRadalah wadah
yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruargyaidermasuk ruang
di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, temaatusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan menrae#h
kelangsungan hidupnya, sedangkan tata ruang adalpid struktur
ruang dan pola ruarig.Hal yang hampir senada mengenai konsep tata
ruang juga dikemukakan oleh Suratman Woro dalam ennat

perkuliahan Tata Ruang dan Perencanaan Lingkufigan.

Tata Ruang adalah bidang keilmuan yang menyangkuyak
aspek seperti sosial, ekonomi, teknologi dan limgjan. Semua aspek
tersebut saling terkait dan mempengaruhi dalamasebistem. Sistem

inilah yang disebut tata ruang. Sebagai suatunsjsteaka tata ruang

4 pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republignesia Nomor 36 Tahun
2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undaogor\28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung

15 pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 26uifa2007 tentang
Penataan Ruang.

16 http:// materikuliah, Prof.Dr. Suratman Woro, TéRaang dan Perencanaan
Lingkungan.htm, diakses pada 03 Oktober 2012.



16

mempunyai tiga unsur sistem, yaitu: dasar, sistem klomponen.
Ketiga unsur ini menentukan kinerja dari sebuatesis Oleh karena
itu, tata ruang yang baik harus memiliki dasartesis (proses) dan

komponen yang jelas dan baik.
4. Good GovernancéPemerintahan yang baik)

Good governance diperkenalkan sekitar tahun 1990-an
menjelang berlangsungnya reformasi politik di Inelsin, beberapa
lembaga internasional seperti UNOPnited Nations Development
Programme)danWorld Bank memperkenalkan terminologi baru yang
disebut sebagagood public governanceatau good governance
Konsep ini memandang kekuasaan semata-mata tidmkdianiliki
pemerintah, melainkan merupakagtworkingyangbalancedan multi
arah (partisipasif) antara lembaga pemerintah, sEmierintah, non-
pemerintah dan swasta. Bahkan dapat saja menjatli fgovernance
without goverment” meskipun seringkali lembaga pemerintah tidak

dapat ditinggalkan begitu s&fa.

Prinsip-prinsip darigood governancenenurut UNDP adalah:
partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efekti defisien, kepastian

hukum, responsifconsensusorientedan equality and inclusiveness

1 http://hematenergi.wordpress.com/Kriteria dan KgiBata Ruang Ideal,
Yasmin.,ST diakses pada 03 Oktober 2012.

18 Samodra WibawaReformasi Administrasi Negara (Bunga Rampai Pemuikir
Administrasi Negara/Publiket.1, (Anggota IKAPI DIY: Gava Media, 2005), hB&9-
360.
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Dinilai dari prinsip-prinsip ini Indonesia termasulegara asia yang

kualitasgood governanceerburuk®

Selain oleh UNDP dakVorld Bankdijelaskan pula mengenai
konsep Good governancedalam sumber lainGood governance
merupakan suatu proses yang memposisikan rakyagaepengatur
ekonomi. Institusi serta sumber sosial dan poltikrtidak hanya
sekedar digunakan untuk pembangunan, tetapi jugk mmenciptakan
integrasi kesejahteraan rakyaGood governancejuga dipahami
sebagai penyelenggara manajemen pemerinthan yald dan
bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip dersiodlean pasar,
pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan ppabgs dan bersih

dari kegiatan-kegiatan korupsi, kolusi dan nepagism

Dalam referensi lain disebutkan bahwa otonomi ylaeulir
di Indonesia sejak tahun 2001 merupakan kesempaag bagus
untuk mewujudkargood governancetapi sayangnya kesempatan ini
tidak dimanfaatkan secara baik atau bahkan diabalkeh elit politik
di daerah untuk menciptakan iklipood governanceyang ada di

daerahnya masing-masigpod local governancé?.

Untuk mewujudkangood local governancéharus dibenahi

permasalahan-permasalahan dan menyembuhkan penyakit

% bid., him. 359-360.
20 bid., him. 360.
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dihadapi. Menunggu dan bersikap apatis hanya alamawhkan dari
konsepgood governancataugood local governance Akan tetapi,
upaya untuk mewujudkangood governanceatau good local
governance tergantung dari stakeholders yang terlibat dalam
governanceitu. Yaitu lembaga-lembaga pemerintah, semi pertari
dan nonpemerintaff. Sementara dalam referensi lain juga disebutkan
bahwagood governancenencerminkan kesinergian antara pemerintah,
swasta dan masyarak&ood governanceebagai norma pemerintah
adalah suatu sasaran yang akan dituju dan diwujudialam

pelaksanaan pemerintahan yang Baik.

Adapun beberapa hal yang perlu dijelaskan dan untuk
mempertajam analisis adalah mengenai karaktegsikl governance

yaitu sebagai berikit

1. Tata pemerintahan yang berwawasan ke dépsionary)

2. Tata pemerintahan yang bersifat terbukapenness and
transparency)

3. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi makgar
(participation)

4. Tata pemerintahan yang bertanggung jaegiountability)

% samudra Wibawa dalam Agus Dwiyanfdewujudkan Good Governance

Melalui Pelayanan Publik(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008, 190.

22 hid., him. 360.

% Mu'in Fahmal, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam

Mewujudkan Pemerintahan yang BergiYipgyakarta: Ull Press, 2006) him. 61.

% http://pendidikan.jogjakota.co.id, karakteristib@p governance, diakses pada

01 Juli 2013.
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5. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukula of
law)

6. Tata pemerintahan yang demokratis dan beroriernpasia
konsensugdemocracy)

7. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas
kompetens(profesionalism and competency)

8. Tata pemerintahan yang cepat tang@apponsiveness)

9. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur darbesum
daya secara efisien dan efektéfficiency and effectiveness)

10. Tata pemerintahan yang berdesentrali@esentralization)

11.Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengaia d
usaha swasta dan masyargaivat sector and civil society)

12.Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pearggan
kesenjangancommitment to reduce inequality)

13.Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingjan
hidup (commitment to environmental protection)

14.Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar

(commitment to fair market)

Dengan memperhatikan konsgod local governancelan
beberapa karakteristigood governanceseyogyanya memang dalam
penelitian ini perlu juga dijelaskan apakah KabepaBatang telah
memiliki atau menerapkan konsgod governanceni secara baik

atau tidak baik. Jika konsegood governanceni sudah dilakukan
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secara optimal atau bahkan maksimal, maka yan@dteadalah
adanya kepuasan masyarakat secara luas, dan dpaiskap ini tidak
berjalan dengan baik, maka hasilnya adalah kesewemanangan.
Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengand local governance
yang menjadi bagian dari konsemod governanceadalah terkait

perizinan yang sudah dan akan terus berjalan dipaten Batang.

F. Metode penelitan
Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitiadalah
menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu ifmemehukum itu
dilakukan?®®Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitia
yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, ma&kg/psun menyajikan
beberapa hal yang terkait seperti tersebut di bamah
1. Jenis Penelitian
Penulis menggunakan metode penelitian lapan@ietd research)
dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian lapangtau genelitian
empiris dilakukan dengan bertitik tolak dari datded primer yang
diperoleh di tempat peneliti#fi.Dalam hal ini adalah untuk mencari
data tentang masalah Pelaksanaan pengaturan Izindifikan
Bangunan (IMB) dan Implikasinya terhadap Tata Rudingabupaten
Batang.

2. Sifat Penelitian

25 Bambang WaluyoPenelitian Dalam Praktiked. 1, cet. 2, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1996), him.17.

28 |bid., him. 16.
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Sifat penelitian yang digunakan adaladerspektif-analitik yaitu
dengan memaparkan materi-materi pembahasan secsienatis
melalui berbagai macam sumber, untuk kemudian tisgmesecara

cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertamjawabkan.

3. Pengumpulan Data
a. Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan dalam penelitian ini dimaksudkamtuk
melengkapi data yang diteliti, adapun studi kepkasia tersebut
dibagi dalam dua sumber hukum primer dan sumbemuruk
sekunder.
1) Bahan Hukum Primer
Bahan pustaka yang berisikan pengetahuan yangatauu
mutakhir, ataupun pengertian baru tentang faktagyan
diketahui maupun mengenai suatu gagishkea).
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang rbaha

primer?’
b. Kuesioner (daftar pertanyaan)

Kuisioner dilakukan dengan cara membuat beberap@aryaan

kepada responden terkait permasalahan yang ditiiam hal ini

27 bid., him. 51.
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terkait Pelaksanaan pengaturan Izin Mendirikan Baag (IMB)
dan Implikasinya terhadap Tata Ruang di Kabupataargy.

c. Wawancara
Wawancara ditujukan kepada pejabat pada instandiaite
permasalahan yang akan diteliti dan masyarakatgaehahak
yang merasakan langsung Pelaksanaan pengaturavidnitirikan
Bangunan (IMB) dan Implikasinya terhadap Tata Rualig
Kabupaten Batang.

d. Pengamatafobservation)
Pengamatan yang akan dilakukan adalah pengamathadap
masalah Pelaksanaan pengaturan Izin Mendirikan Bearg(IMB)

dan Implikasinya terhadap Tata Ruang di Kabupataar).
4. Analisis data

Analisis data pada penelitian ini adalah dengan cagaggunakan
pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalaldgaan yang
menggunakan logika untuk menarik kesimpulan berdarsa
seperangkat premis yang diberikan. Pendekatangai gering disebut
analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yanguklgoing from
the general to the spesifit). Terhadap penelitian ini adalah untuk
memahami pedoman hukum mengenai Izin MendirikangBaan

terhadap tata ruang yang bersifat umum selanjuthyarik pada

Bhttp://Suryanto-bogor-blogspot.com, Pendekatan [R&fu dan Induktif,
diakses pada 27 Februari 2013.
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pelaksanaan pengaturan dan implikasinya di KabopB#égang secara

khusus.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, ysemy
membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:
Bab pertama, pendahuluan, adapun di dalam pendahdderisi
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuaketamaan penelitian,
telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian sistematika

pembahasan.

Bab keduatinjauan umum tata ruang dan perizinan serta berisi

tinjauan umum Izin Mendirikan Bangunan.

Bab ketiga, gambaran umum pemerintahan Kabupataan&a
meliputi letak geografis, struktur pemerintahan daasalah sosial, dan
pemanfaatan lahan tanah dalam kaitannya dengariahd®B dan Tata
Ruang.

Bab keempat analisis pelaksanaan pengaturan lzin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan implikasinya terhadap tata rualgKabupaten
Batang.

Bab kelima, kesimpulan dan saran dari hasil peaelityang

merupakan jawaban dari masalah yang diajukan geratup.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari analisis yang dilakukan penyusun terhadap uraian pembahasan
penelitian ini, dengan menggunakan Undang-undang, Perda dan beberapa
teori terkait penelitian. Maka penyusun menyimpulkan beberapa hal
sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengaturan IMB dan Implikasinya terhadap Tata Ruang
di Kabupaten Batang akan menghasilkan suatu konsep Tata Ruang
yang bailk dan mendekati ideal, karena kedua variabel tersebut
mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Pengajuan IMB yang
mengharuskan pemohon melampirkan surat rekomendasi berupa
Informas Tata Ruang (ITR) dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan
Energi Sumber Daya Minera (DCKTRESDM), membuktikan bahwa
penataan ruang adalah merupakan bagian penting dan merupakan pintu
depan dalam pelaksanaan IMB. Sehingga antara IMB dan tata ruang
merupakan kesatuan yang erat yang tidak bisa dipisahkan satu sama
lain dalam Pelaksanaan Pengaturan IMB dan Implikasinya Terhadap
Tata Ruang di Kabupaten Batang. Dan apa yang telah di amanatkan
oleh Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-
2031 dan Perda Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang

Retribusi Perizinan Tertentu terlaksana secara baik dan sesuai dengan

89
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prosedur yang telah ditetapkan. Namun demikian, lemahnya sistem
hukum dalam Perda yang tidak bisa menangani secara maksimal
terhadap bangunan yang tidak berIMB harus diperhatikan. Keadaan
inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat pemerataan
pelaksanaan IMB di Kabupaten Batang.

. Pengaturan terhadap pelaksanaan IMB tidak hanya memandang
masalah tata ruang yang menjadi pintu depan dalam prosesnya, akan
tetapi juga memandang bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan bagian yang tidak bisa dikesampingkan. Tata Ruang
merupakan pintu depan dan PAD merupakan kelanjutan dari upaya
pembangunan daerah dari waktu ke waktu dan akan terus berlanjut
berkesinambungan.

. Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat kabupaten Batang belum
tertata dan terbentuk secara baik terhadap kesadaran melaksanakan dan
memiliki IMB, terbukti dari beberapa uraian dan dikuatkan dengan
wawancara, kuisioner dan pengamatan serta data lain yang telah
dilakukan oleh penyusun. Kesadaran masyarakat tersebut hanya
terbatas untuk keperluan tertentu misal untuk pencairan dana, ini yang
paling populer dewasa ini. Akan tetapi untuk pembangunan berskala
besar seperti hotel, perumahan dan pembangunan berskala besar lain
sudah memperhatikan betapa pentingnya IMB. Kurangnya personil
dalam instans pemerintahpun menjadikan kurang terpenuhinya akses

masyarakat akan kebutuhan pengaturan IMB dan Tata Ruang di
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Kabupaten Batang. Selain itu, masyarakat memiliki anggapan bahwa
pelaksanaan IMB adalah merupakan hal yang sulit. Memakan waktu
yang lama dan biaya yang tidak murah dan terkesan berbelit-belit
meskipun berdasarkan wawancara dengan staf perizinan pemprosesan
perizinan hanya dalam jangka waktu satu minggu (7 hari kerja) jika

berkas dinyatakan lengkap.

B. Saran
Berdasarkan pembahasan dan analisis yang kemudian ditarik
dalam bentuk beberapa kesmpulan yang disgjikan diatas, penyusun
memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengaturan IMB dan Implikasinya terhadap Tata Ruang
di Kabupaten Batang yang sudah terlaksana dengan baik, harus selalu
ditingkatkan agar mayarakat semakin memperoleh kemudahan dalam
pelaksanakan IMB. Akan tetapi tetap selalu memperhatikan kebijakan
tata ruang yang ada sebagaimana amanat Perda Kabupaten Batang
Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Batang Tahun 2011-2031. Juga perlu diupayakan
penegasan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB, agar tidak
muncul bangunan-bangunan liar yang mengganggu penataan ruang di
Kabupaten Batang.

2. Meskipun PAD menjadi bagian dalamn upaya pembangunan

berkelanjutan di Kabupaten Batang, akan tetapi jangan sampai konsep
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tata ruang yang ideal di kesampingkan dalam pengaturan pelaksanaan
IMB.

. Sumber Daya Manusia (SDM) mayarakat Kabupaten Batang harus
ditingkatkan terkait masalah IMB. Agar IMB tidak hanya
dimanfaatkan untuk keperluan tertentu sgja, akan tetapi agar
masyarakat sadar terhadap hakikat IMB itu sendiri. Juga penambahan
personal di instansi pemerintah merupakan bagian penting dalam
rangka mewujudkan setiap kebutuhan masyarakat dalam hal

pengaturan IMB terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang.
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Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 dan Pasal 156 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah serta dalam rangka menyesuaikan beberapa jenis retribusi yang
termasuk dalam golongan retribusi perizinan tertentu perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);
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16.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 132);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubuhan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan
Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3330);
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer
3743);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
1999, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2005 Nomor 2, Seri E Nomor 1 );

40. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Izin
Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 13,
Seri E Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.

3. Bupati adalah Bupati Batang.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya dapat disingkat IMB, adalah Izin yang
diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan yang
melakukan kegiatan pendirian, perubahan dan penambahan bangunan.

Pemutihan adalah pemberian izin terhadap bangunan yang telah didirikan dan tanpa
memiliki izin.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan
tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah
dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk
hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya,
maupun kegiatan khusus.

Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian
termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan
pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.

Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada,
termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian
bangunan tersebut.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase
perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata
bangunan dan lingkungan.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka prosentase
perbandingan  antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata

bangunan dan lingkungan.
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Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah jarak yang diukur
dari lantai dasar bangunan , ditempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan
titik puncak bangunan.

Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau
mengganggu ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum secara terus-menerus.

Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan
kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya,
kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil
bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan
jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan
pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam
wilayah daerah.

Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor
atau kendaraan tidak bermotor.

Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan kendaraan.

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan
oleh umum dengan dipungut bayaran.

Kendaraan penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-
banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat
duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi, termasuk juga mobil bus yang digunakan untuk angkutan penumpang
yang memiliki jarak sumbu lebih atau sama dengan 3000 (tiga ribu) milimeter, walaupun
jumlah tempat duduknya kurang dari 8 (delapan ) tidak terkasuk tempat duduk pengemudi.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib
Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang
bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran
atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh

Bupati.
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28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya
tidak terutang.

30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Pemungutan
adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi,
penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

34. Penyidikan adalah Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan
guna menemukan tersangkanya.

35. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu yang deberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil
tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang berada di daerah yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang.

BABII
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2
Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah
kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
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Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam peraturan ini adalah:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,;

b. Retribusi izin Gangguan;

c. Retribusi izin Trayek;

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 4
Dengan nama Retribusi [zin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 5

(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain
dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis
bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan
(KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan
pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi
syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin
untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7
(1) Tingkat Penggunaan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor wilayah, kelas

jalan, kondisi bangunan, guna bangunan, tingkat bangunan, dan luas lantai bangunan.
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(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot/ koefisien.

(3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien wilayah :

No. Wilayah Koefisien
1. Bangunan di ibukota kabupaten 1,20
2. Bangunan di ibukota kecamatan 1,10
3. Bangunan di pedesaan 1,00
Koefisien kelas jalan:
No. Kelas jalan Koefisien
1. Jalan Negara 1,25
2. Jalan Provinsi 1,15
3. Jalan Kabupaten 1,00
4, Jalan Desa/Kelurahan 0,75
Koefisien kondisi bangunan:
No. Kondisi bangunan Koefisien
1. Permanen 1,00
2. Semi Permanen 0,75
3. Sementara 0,50
. Koefisien guna bangunan:
No. Fungsi bangunan Koefisien
1. Bangunan perniagaan 1,40
2. Bangunan perindustrian 1,20
3. Bangunan kelembagaan 1,10
4. Bangunan perumahan/ tempat tinggal 1,00
5. Bangunan Umum 0,80
6. Bangunan Pendidikan 0,70
7. Bangunan Khusus 0,60
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8. Bangunan Sosial 0,50

9. Bangunan campuran 1,50 x koefisien bangunan
induk

10. Bangunan lain-lain (pagar dsb) 0,30

e. Koefisien tingkat bangunan:

No. Tingkat bangunan Koefisien
1. Bangunan lantai 1 1,00
2. Bangunan lantai 2 0,90
3. Bangunan lantai 3 0,80
4. Bangunan lantai 4 0,70
5. Bangunan lantai 5 0,60
6. Bangunan lantai 6 0,50
7. Bangunan lantai 7 0,40

f. Koefisien luas lantai Bangunan :

No. Luas lantai bangunan Koefisien

l. Bangunan dengan luas < 100 m2 0,80 Para

2. Bangunan dengan luas 100 — 250 m2 01,00 graf

3. Bangunan dengan luas 251-500 m2 1,25 3

4. Bangunan dengan luas 501-1000 m2 1,50 Prin

5. Bangunan dengan luas >1000m2 1,75 sip
Dan

Sasaran Dalam Penetapan Struktur

Dan Besarnya Tarif

Pasal 8
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan
pada tujuan untuk menutup sabagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin
yang bersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan

biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 9
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Struktur tarif besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut

a. Tarif retribusi IMB sebesar 0,005 (lima perseribu) dari nilai bangunan.

b. Untuk renovasi dan rehabilitasi bangunan dikenakan retribusi IMB sebesar 50% (lima

puluh persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagi berikut:

a. Bangunan permanen bertingkat

No Bangunan Kelas | Nilai Bangunan | Tarif Retribusi
(NB)/per M2 {(0,005x(NB)}
1 Bangunan yang bertingkat berdinding | A3 Rp. 850.000,00 | Rp. 4.250,00
setengah batu kerangka beton bertulang
untuk lantai I, II, dan seterusnya
b. Bangunan permanen tidak bertingkat
No Bangunan Kelas | Nilai Bangunan | Tarif Retribusi
(NB)/per M2 {(0,005x(NB)}
1 Bangunan yang didirikan di atas pondasi | Bl Rp.690.000,00 | Rp. 3.450,00
keliling berdinding satu batu memakai
kerangka beton bertulang.
2 | Bangunan yang didirikan di atas pondasi | B2 Rp.600.000,00 | Rp. 3.000,00
keliling berdinding tiga perempat batu
memakai kerangka beton bertulang.
3 Bangunan yang didirikan di atas pondasi | B3 Rp.500.000,00 | Rp. 2.500,00
keliling berdinding satengah batu memakai
kerangka beton bertulang
4 Jika bangunan tersebut di atas dari A3
sampai dengan B1,2,3 didirikan dengan
rangka baja baik atap/kolom maka uang
sepadan ditambah 10% dari jumlah yang
dihitung.
c. Bangunan semi permanen
No Bangunan Kelas | Nilai Bangunan | Tarif Retribusi
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(NB)/per M2 {(0,005x(NB)}
1 Bangunan yang didirikan di atas pondasi | Cl Rp.430.000,00 | Rp. 2.150,00
keliling berdinding satu batu memakai
kerangka kayu.
2 Bangunan yang didirikan di atas pondasi | C2 Rp.310.000,00 | Rp. 1.550,00
keliling berdinding tiga perempat batu
memakai kerangka kayu.
3 Bangunan yang didirikan di atas pondasi | C3 Rp.210.000,00 | Rp. 1.050,00
keliling berdinding satengah batu memakai
kerangka kayu.
d. Bangunan sementara
No Bangunan Kelas | Nilai Bangunan | Tarif Retribusi
(NB)/per M2 {(0,005x(NB)}
1 Bangunan memakai tiang dari pasangan batu | D1 Rp.110.000,00 | Rp. 550,00
dengan rangka atap dari kayu dengan dinding
dari kayu atau bambu.
2 | Bangunan yang seluruhnya atau sebagian | D2 Rp.90.000,00 Rp. 450,00
dibuat dari bahan-bahan kayu dengan
landasan dari pasangan batu.
3 Bangunan yang seluruhnya dibuat dari | D3 Rp.60.000,00 Rp. 300,00
bahan-bahan sementara atau tidak dengan
landasan batu (opak) atau tidak dengan
landasan batu.
e. Bangunan-bangunan sarana pendukung
No Bangunan Kelas | Nilai Bangunan | Tarif Retribusi
(NB)/per M2 {(0,005x(NB)}
1 Jembatan jalan masuk (untuk luasan | E1l Rp.400.000,00 | Rp. 2.000,00

terbangun minimal 6 M2).
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2 | Bangunan pagar keliling halaman dengan | E2 Rp.180.000,00 | Rp. 900,00
pasangan batu bata, besi baik tetap maupun
bergerak (pintu pagar) talut, peresapan, got,

dan riol terbuka.

3 Pembuatan baru pondasi guna bermacam- | E3 Rp.500.000,00 | Rp. 2500,00
macam alat mesin, dapur, tempat corong
asap, tandon air, septitank, sumur, peresapan,

kolam.

4 | Perkerasan jalan untuk parkir, pekarangan, | E4 Rp.60.000,00 Rp.300,00
teras, selasar, dan ruang jemur (untuk luas

terbangun minimal 9 M2).

5 | Bangunan lain yang bersifat kontruksi
khusus dalam  perencanaannya, nilai
bangunan dihitung dengan cara biaya

konstruksi tersebut dikalikan 0,005.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan

Pasal 10
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah tempat izin mendirikan

bangunan diberikan.

Paragraf 6
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 11

(1) Masa retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam)

bulan terhitung sejak tanggal IMB diterbitkan.
(2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , maka hak untuk

memanfaatkan IMB menjadi gugur.
(3) Saat retribusi Izin Mendirikan Bangunan terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 7
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Cara menghitung besarnya retribusi

Pasal 12
Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tingkat penggunaan jasa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).

Paragraf 8

Ketentuan Perizinan

Pasal 13
(1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pendirian, perubahan dan/atau
penambahan bangunan harus memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan mendirikan bangunan diatur dalam Peraturan

Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 14
Dengan nama Retribusi [zin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan
pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan
ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan
usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau
kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan
kesehatan kerja.
Pasal 15
(1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah
pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan
pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan
ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan
memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat
usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 16
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Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin
gangguan dari Pemerintah Daerah.
Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17
Penggunaan jasa adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jasa.
Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha,
indeks lokasi dan indeks gangguan.
Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah luas lantai
yang dipergunakan untuk kegiatan usaha.
Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada klasifikasi jalan yang
ditetapkan sebagai berikut :

a. Jalan Desa indeks : 1;
b. Jalan Kabupaten indeks : 2;
c. Jalan Provinsi indeks : 3;
d. Jalan Negara indeks : 4.

Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besar kecilnya

gangguan yang ditimbulkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. gangguan kecil indeks : 1;
b. gangguan sedang indeks : 2;
c. gangguan besar indeks : 3;

Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif
Pasal 18
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan
untuk menutup sabagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang
bersangkutan.
Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan

biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
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Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 19
(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan luas ruang
tempat usaha.

(2) Besaran tarif retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

sebagai berikut :
a. luass/d 500 m2 Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah)
b. luas diatas 500m2 s/d 1000m2 Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah )
c. luas diatas 1000 s/d 2000m2 Rp. 600,00 (enam ratus rupiah )
d. luas diatas 2000 m2 Rp. 450,00 ( empat ratus lima puluh rupiah )
Paragraf 5
Wilayah Pemungutan
Pasal 20

Retribusi [zin Gangguan yang terutang dipungut di wilayah daerah izin diberikan.

Paragraf 6

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 21

(1) Masa retribusi Izin Gangguan adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga ) tahun terhitung
sejak tanggal penerbitan izin yang bersangkutan.

(2) Saat retribusi Izin Gangguan terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan.

Paragraf 7

Cara menghitung besarnya retribusi

Pasal 22
Besarnya retribusi Izin Gangguan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud

dalam pasal 17 ayat (2).

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Trayek



-18 -
Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan

pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada

satu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 24

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ adalah pemberian izin

kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau

beberapa trayek tertentu.

(M

2)

(1)
)

(D

2)

Pasal 25
Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah
Daerah.
Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26
Penggunaan jasa adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jasa.

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diterbitkan.

Paragraf 3
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur

Dan Besarnya Tarif

Pasal 27
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk
menutup sabagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan

biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif
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Pasal 28
(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :
a. lIzin trayek / izin operasi untuk :

1. mobil penumpang umum dan mobil bis kecil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

rupiah.);

2. mobil bis sedang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima
belas ribu rupiah )

3. mobil bis besar Rp. 135.000,- (seratus tiga

puluh lima ribu rupiah)
b. Izin Insidentil untuk :
1. mobil penumpang umum dan bis sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk
ditetapkan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
2. untuk mobil bis lebih dari 16 tempat duduk ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00 (lima
belas ribu rupiah ).
c. Kartu pengawasan untuk:
1. mobil penumpang umum dan mobil bis sampai dengan 16 (enam belas) tempat
duduk ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
2. mobil bis lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tempat
duduk ditetapkan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
3. mobil bis lebih dari 24 tempat duduk ditetapkan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh
ribu rupiah).
(3) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku untuk 1 (satu) kali
perjalanan pulang pergi, paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

(4) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ berlaku untuk 1 (satu) tahun.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan

Pasal 29
(1) Retribusi Izin Trayek yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin diberikan.

Paragraf 6

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 30
(1) Masa retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
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Dalam masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib Retribusi diharuskan
memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun.
Saat retribusi Izin Trayek terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan.

BAB III
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 31
Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian.
Penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 32
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis,
kupon, dan kartu langganan.
Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 33

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD.

(3) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah 1 (satu) hari kerja atau tempat

lain yang ditunjuk oleh Bupati.

(4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 3 (tiga)

hari kerja.
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Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 34
Pelaksanaan penagihan retribusi daerah didahului dengan pengeluaran Surat Teguran
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi daerah, dikeluarkan segera 7 (tujuh)
hari sejak jatuh tempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus
melunasi retribusi yang terutang.
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan

Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 35

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan

langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

()

)

3)

(4)

)

(D

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 36
Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan
yang jelas.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan
yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan
penagihan Retribusi.

Pasal 37
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat

Keputusan Keberatan.
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Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum
bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 38
Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai

dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 39
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat
kemampuan Wajib Retribusi.
Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat dari
fungsi retribusi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan

pembebasan retribusi diatur dengan peraturan bupati.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN

Pasal 40
Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi

terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
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Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 41
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak

langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 42
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAB VIII
PEMERIKSAAN

Pasal 43
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(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan
memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 45

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu
di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana

Retribusi;
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meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan

tindak pidana di bidang Retribusi;

. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang

Retribusi;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

di bidang Retribusi;

. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,

dan/atau dokumen yang dibawa;

. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang,

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi

yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah

diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga)

kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
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Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

a. Ketentuan Perizinan dibidang kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten
Batang Nomor 10 Tahun 2001 tentang perizinan dan retribusi di bidang kesehatan
(lembaran daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 10 Seri B Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Batang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Batang Nomor 10 Tahun
2001 tentang perizinan dan retribusi dibidang kesehatan (lembaran daerah Kabupaten
Batang Tahun 2006 Nomor 3 Seri C Nomor 2);

b. Ketentuan Perizinan Pengambilan Bahan galian Golongan C yang diatur dalam
Peraturan daerah Kabupaten batang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi dan izin
usaha bahan galian golongan C di kabupaten batang (lembaran Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2001 Nomor 11 seri B Nomor 5 );

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin
Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 24 seri B Nomor
5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14
Tahun 2005 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24
Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2005 Nomor 14 seri C Nomor 5);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 26
seri B Nomor 6);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Trayek
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 7 seri C Nomor 1);

d. Ketentuan yang mengatur retribusi dalam Peraturan Daerah kabupaten Batang Nomor 10
Tahun 2001 tentang perizinan dan retribusi dibidang kesehatan (lembaran daerah
Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 10 Seri B Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perizinan dan
Retribusi di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2006
Nomor 3 Seri C Nomor 2);

e. Ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2001
tentang Retribusi dan izin usaha bahan galian golongan C di kabupaten batang

(lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 11 seri B Nomor 5 )
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f. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin

Usaha Dibidang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2002

Nomor 11 seri C Nomor 1);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda
Daftar Industri/Izin Usaha Industri, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar
Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 4 seri C Nomor 1);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
Peraturan Daerah ini ditetapkan.
Pasal 50
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 31 Desember 2011
BUPATI BATANG,
ttd

BAMBANG BINTORO
Diundangkan di Batang
pada tanggal 31 Desember 2011
PIt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG
Kepala Bappeda
ttd

SUHARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 NOMOR 22

Disalin sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG

ttd
BAMBANG SUPRIYANTO, SH.. M.Hum

Pembina Tingkat I
NIP. 19641214 198603 1 009




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah
dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan
pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting
guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, melalui Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, dilakukan perluasan objek
retribusi daerah pada jenis retribusi perizinan tertentu seperti retribusi izin gangguan
diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus
menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan
umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan
kesehatan kerja. Selain perluasan obyek retribusi juga talah ditetapkan tiga jenis retribusi
meliputi Izin mendirikan Bangunan, izin gangguan, dan izin trayek; dan pemberian
diskresi dalam penetapan tarif kepada daerah.

Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan
memperhatikan potensi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka
menyesuaikan beberapa jenis retribusi beberapa retribusi yang termasuk dalam golongan
retribusi perizinan tertentu, dengan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah serta sebagai landasan hukum dalam pemungutannya perlu

membentuk Peraturan Daerah kabupaten batang tentang Retribusi perizinan tertentu.



II. PASAL DEMI PASAL
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Pasal

Pasal
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1

Cukup jelas.
2

Cukup jelas.
3

Cukup jelas.
4

Cukup jelas.
5

Cukup jelas.
6

Cukup jelas.
7

Cukup jelas.
8

Cukup jelas
9

Cukup jelas.
10

Cukup jelas.
11

Cukup jelas
12

Cukup jelas.
13

Cukup jelas.
14

Cukup jelas.
15

Cukup jelas.
16

Cukup jelas.
17

Cukup jelas.
18

Cukup jelas.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

19

Cukup jelas.

20

Cukup jelas.

21

Cukup jelas.

22

Cukup jelas.

23

Cukup jelas.

24

Cukup jelas.

25

Cukup jelas.

26

Cukup jelas.

27

Cukup jelas.

28

Cukup jelas.

29

Cukup jelas.

30

Cukup jelas.

31

Cukup jelas.

32

Cukup jelas.

33

Cukup jelas.

34

Cukup jelas.

35

Cukup jelas.

36

Cukup jelas.

Ayat (3)



Yang dimaksud dengan “keadaan di luar kekuasaannya” adalah suatu
keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan. Misalnya karena wajib
retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan”
adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48



Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50

Cukup jelas.
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